Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah

Desa

Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.
Salah satu mekanisme penting dalam tata kelola pemerintahan desa adalah musyawarah desa.
Musyawarah desa merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa
untuk membahas dan memutuskan berbagai hal terkait pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
pengelolaan sumber daya desa. Melalui musyawarah desa, keputusan yang diambil diharapkan dapat

mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara kolektif.

Kewenangan desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. UU ini memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak
tradisional masyarakat desa, termasuk kewenangan untuk menyelenggarakan musyawarah desa
sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Musyawarah desa
menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan,

sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Tujuan Artikel
Artikel ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kewenangan desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa berdasarkan dasar
hukum yang berlaku.
2. Menganalisis peran pemerintah desa dalam memastikan keberhasilan musyawarah desa.

3. Mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan musyawarah desa.
1: Dasar Hukum Kewenangan Desa dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Desa menjadi landasan utama dalam pengaturan kewenangan desa, termasuk dalam

penyelenggaraan musyawarah desa. Beberapa pasal kunci dalam UU ini antara lain:

e Pasal 54: Mengatur bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang
dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat
desa.

o Pasal 55: Menjelaskan bahwa musyawarah desa berfungsi untuk membahas dan menyepakati
hal-hal strategis, seperti rencana pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan kerja

sama antardesa.



o Pasal 56: Mengatur tentang tata cara penyelenggaraan musyawarah desa, termasuk mekanisme

pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

PP ini memberikan panduan teknis tentang pelaksanaan kewenangan desa, termasuk dalam

penyelenggaraan musyawarah desa. Beberapa poin penting dalam PP ini meliputi:

o Mekanisme pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelaksanaan musyawarah desa.

o Tata cara pelaksanaan musyawarah desa, termasuk persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.
3. Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes)

Perda dan Perdes menjadi instrumen hukum lokal yang mengatur penyelenggaraan musyawarah desa
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya, Perdes dapat mengatur tentang
tata cara pelaksanaan musyawarah desa, termasuk mekanisme pengambilan keputusan dan partisipasi

masyarakat.
2: Ruang Lingkup Kewenangan Desa dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Musyawarah desa berperan penting dalam perencanaan pembangunan desa. Melalui musyawarah,
masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang kemudian diakomodasi dalam

rencana pembangunan desa. Contohnya:

e Pembahasan tentang prioritas pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas
umum.

e Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Musyawarah desa juga menjadi forum untuk membahas dan menyepakati pengelolaan keuangan desa,

termasuk penggunaan Dana Desa. Contohnya:

e Pembahasan tentang alokasi dana untuk program pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.

e Pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. Penyelesaian Masalah dan Sengketa



Musyawarah desa dapat digunakan sebagai forum untuk menyelesaikan masalah dan sengketa yang

terjadi di tingkat desa. Contohnya:

o Penyelesaian sengketa tanah atau sumber daya alam.

» Penyelesaian konflik sosial yang berkaitan dengan adat istiadat atau kepentingan masyarakat.
4. Kerja Sama Antardesa

Musyawarah desa juga dapat membahas dan menyepakati kerja sama antardesa dalam berbagai
bidang, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan

ekonomi.
3: Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, memegang peran sentral dalam

penyelenggaraan musyawarah desa. Tugas mereka meliputi:

e Memastikan bahwa musyawarah desa dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah
ditetapkan.

e Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan musyawarah desa, termasuk penyusunan
agenda dan undangan.

o Melaksanakan keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berperan sebagai lembaga legislatif desa yang mengawasi pelaksanaan musyawarah desa. Tugas
BPD meliputi:

e Menyusun peraturan desa (Perdes) terkait penyelenggaraan musyawarah desa.
e Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa.

e Mengawasi pelaksanaan keputusan musyawarah desa.
3. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa. Partisipasi
masyarakat menjadi kunci keberhasilan musyawarah desa, karena keputusan yang dihasilkan harus

mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara kolektif. Contohnya:

o Masyarakat dapat menyampaikan usulan dan pendapat dalam musyawarah desa.



o Masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan musyawarah

desa.
4: Tantangan dan Solusi dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa

1. Tantangan

o Keterbatasan Partisipasi Masyarakat: Tidak semua masyarakat desa memiliki kesadaran
dan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa.

o Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya sumber daya manusia dan dana untuk
menyelenggarakan musyawarah desa secara efektif.

o Konflik Kepentingan: Adanya konflik kepentingan antara pemerintah desa, BPD, dan

masyarakat dapat menghambat proses musyawarah desa.

2. Solusi

e Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Masyarakat: Pelatihan dan pendidikan bagi
aparatur desa dan masyarakat tentang pentingnya musyawarah desa.

e Penguatan Kelembagaan Desa: Pembentukan lembaga ad hoc yang bertugas memfasilitasi
penyelenggaraan musyawarah desa.

o Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat: Sinergi antara pemerintah desa,

kabupaten/kota, dan provinsi dalam mendukung penyelenggaraan musyawarah desa.
Kesimpulan

Kewenangan desa dalam penyelenggaraan musyawarah desa merupakan instrumen penting untuk
memastikan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan. Melalui musyawarah desa,
keputusan yang diambil diharapkan dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara
kolektif.

Rekomendasi

e Perlunya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kewenangan desa
dalam penyelenggaraan musyawarah desa.

e Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses musyawarah desa.

Referensi

e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

e Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.



o Buku dan jurnal terkait tata kelola pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat.
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